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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 70/Permentan/KR.100/12/2015

TENTANG
INSTALASI KARANTINA HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
34/Permentan/0T.140/7/2006, telah ditetapkan
Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina
Hewan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan adanya perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi mengenai instalasi karantina
hewan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000
tentang Karantina Hewan, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pertanian tentang Instalasi Karantina Hewan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Menetapkan

Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5619);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 85);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/
0T.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/
PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama
Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi
Media Pembawa (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 307);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
0T.010/8/72015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor
1243);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG INSTALASI
KARANTINA HEWAN.


http://www.peraturan.go.id

2015, No. 2030

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina
yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah Hewan,
Bahan Asal Hewan, Hasil Bahan Asal Hewan, dan/atau
Benda Lain.

Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik
yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.

Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH
adalah bahan yang berasal dari Hewan yang dapat diolah
lebih lanjut.

Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat
HBAH adalah Bahan Asal Hewan yang telah diolah.
Benda Lain adalah Media Pembawa yang bukan tergolong
Hewan, BAH, dan HBAH yang mempunyai potensi
penyebaran penyakit hama dan penyakit hewan
karantina.

Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya
disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan
penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional
dan perdagangan internasional serta menyebabkan
gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat
digolongkan menurut tingkat risikonya.

Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut
Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan
untuk mencegah HPHK masuk ke, tersebar di, dan/atau
keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah
pelabuhan laut, pelabuhan  sungai, pelabuhan
penyeberangan, bandar wudara, kantor pos, pos
perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain
yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan

dan/atau mengeluarkan Media Pembawa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut
Instalasi Karantina adalah suatu bangunan berikut
peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang
diperlukan sebagai tempat untuk melakukan Tindakan
Karantina.

Instalasi Karantina Sementara adalah Instalasi Karantina
yang dibangun oleh Pemerintah atau Pihak Lain yang
sifat penggunaannya satu atau beberapa kali untuk
pengiriman bertahap.

Instalasi Karantina Permanen adalah Instalasi Karantina
yang dibangun oleh Pemerintah atau Pihak Lain yang
penggunaannya bersifat permanen.

Instalasi Karantina Pasca Masuk adalah Instalasi
Karantina yang dibangun oleh Pemerintah atau Pihak
Lain yang dipergunakan untuk melaksanakan Tindakan
Karantina yang memerlukan waktu lama terhadap jenis
media pembawa yang cara pendeteksiannya belum dapat
dilakukan, menunggu pertumbuhan dan/atau
perkembangan Media Pembawa.

Instalasi Karantina Pasca Masuk Permanen adalah
Instalasi Karantina yang dibangun oleh Pemerintah atau
Pihak Lain yang dipergunakan sebagai tempat
melakukan Tindakan Karantina terhadap satwa liar yang
dipelihara atau ditangkarkan secara in-situ dan/atau ex-
situ, serta tindakan karantinanya dilakukan secara rutin
dan berkelanjutan pada wilayah tempat pemeliharaan
atau penangkaran.

Instalasi Karantina Pengamanan Maksimum adalah
Instalasi Karantina yang dibangun oleh Pemerintah atau
Pihak Lain yang dipergunakan untuk melaksanakan
Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang
rentan.

Pihak Lain adalah perorangan atau badan usaha baik
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan

di Indonesia.
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16. Pemohon adalah Pihak Lain yang mengajukan
permohonan penetapan Instalasi Karantina.

17. Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan yang
selanjutnya disingkat APIKH adalah sistem penetapan
Instalasi Karantina dengan menggunakan perangkat
sistem informasi dengan basis operasi Web.

18. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut
Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang
diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.

19. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang
selanjutnya disingkat UPT KP adalah Unit Pelaksana
Teknis di lingkup Badan Karantina Pertanian, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Karantina Pertanian.

20. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Setempat
yang selanjutnya disebut UPT KP Setempat adalah Unit
Pelaksana Teknis di lingkup Badan Karantina Pertanian
yang terdekat dengan lokasi Instalasi Karantina.

21. Tim Verifikasi adalah Petugas Karantina di Kantor Pusat
Badan Karantina Pertanian yang ditunjuk untuk
melakukan verifikasi.

22. Tim Penilai Kelayakan adalah Petugas Karantina di UPT
KP yang ditunjuk.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini  dimaksudkan sebagai dasar
pelaksanaan penetapan Instalasi Karantina, dengan tujuan
agar Instalasi Karantina yang telah ditetapkan dipergunakan

sesuai dengan peruntukan dan fungsinya.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Jenis Instalasi
Karantina, Persyaratan Penetapan Instalasi Karantina, Tata

Cara Penetapan Instalasi Karantina, dan Pengawasan.
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